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Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu 
gagasan yang bertujuan untuk 

menjadikan Indonesia sebagai bangsa 
yang berdaulat, maju, adil, dan makmur 

pada tahun 2045. 



STUNTING DI INDONESIA 
Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia



TARGET PENURUNAN STUNTING
Berdasarkan Surat Bappenas No. B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024



Surat Edaran  Kemendagri
No. 400.5.7/1685/Bangda , 

17 Maret 2025 
tentang  Pelaksanaan  Aksi 

Konvergensi  Pencegahan  dan 
Percepatan  Penurunan  

Stunting



WebAksiBangda Terintegrasi

PENGEMBANGAN APLIKASI



SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL DAN DAERAH



PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 PILAR 5 PILAR 6

KOMITMEN POLITIK 
KEPEMIMPIN DI 
TINGKAT PUSAT 

DAN DAERAH

KOMUNIKASI 
PERUBAHAN PERILAKU 
DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

KONVERGENSI 
PROGRAM DAN 

KEMITRAAN

KETAHANAN 
PANGAN DAN 

GIZI

PENINGKATAN 
KAPASITAS 

PENGELOLAAN 
PROGRAM

PEMANTAUAN 
DAN EVALUASI

Pila r ini ditujukan untuk 
mengua tkan komitmen politik 

pemimpin di Tingka t pus a t 
Provins i, kabupa ten/  kota , Des a  

dan Kelurahan s erta  DPR dan 
DPRD untuk pelaks anaan PPPS 

PIC: Setwapres  dan 
Kemendagri

Pila r ini ditujukan  untuk 
pengua tan kegia tan komunikas i 

perubahan perilaku terka it 
dengan PPPS di pus a t, provins i, 

kabupa ten/ kota , des a  dan 
kelurahan hingga  Tingka t 

Mas ya raka t. 

PIC: Kemenkes , BKKBN, 
Kemenkominfo, Kemendes a  

PDTT
Kemendikbud

Pila r ini ditujukan untuk 
meningka tan konvergens i 
program di pus a t, provins i, 
kabupa ten/ kota , des a  dan 

kelurahanhingga  rumah tangga  
s erta  peliba tanlembaga  non 

pemerintahda lam PPPS.

PIC: Bappenas , Kemendagri , 
Kemendes a  PDTT, Setwapres

K/ L teknis

Pila r ini ditujukan untuk 
memas tikan keters ediaan, 

keterjangkauan dan 
pemanfaa tan pangan bergizi 

pada  s emua  kelompok 
s a s a ran.

PIC: Kementan, Bapanas , 
BPOM, BGN, Kemenkes , 
Kelautan dan Perikanan, 
Kemens os , Perindus trian

Pila r ini ditujukan untuk 
meningka tkan kapas ita s  

pelaks ana  program di pus a t, 
provins i, kabupa ten/ kota  des a  

dan kelua rahan hingga  ke 
Tingka t mas ya raka t.

PIC: Kemenko PMK, 
Kemendagri,  Kemendes a  PDTT

Kemenkes , BKKBN, ds t

Pila r ini ditujukan untuk 
memas tikan terlaks ananya  
pemantauan dan eva luas i 

terintegras i s ehingga  
pelaks anaan PPPS bis a  
dipantau dan dieva luas i 

dengan ba ik.

PIC: BAPPENAS, 
Kemendagri ,dan 

Kemendes a  PDTT
BRIN, BKPK, BPS

PERUBAHAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN 
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



REGULASI 
PEMERINTAH 

INDONESIA 
DALAM UPAYA 

PENURUNAN 
STUNTING

PERATURAN PRESIDEN NO. 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Mengatur kerangka kerja nasional untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor.

PERATURAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
Fokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk mengatasi masalah gizi buruk yang berdampak pada stunting.

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NO. 59 TAHUN 2021
Panduan untuk integrasi 8 Aksi Konvergensi Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 440-842 TAHUN 2022
Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah.

REGULASI TERKAIT DANA DESA
Mendukung pemanfaatan Dana Desa untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, seperti intervensi gizi dan pembangunan sanitasi

SURAT EDARAN MENDAGRI  400.5.7/1685/Bangda
Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

UNDANG-UNDANG NO.59 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 
TAHUN 2025-2045
Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2025-2045

PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 
TAHUN 2025 - 2029
Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029



DUKUNGAN REGULASI KEMENDAGRI DALAM 
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



• Penyusunan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) terkait 
perencanaan dan penganggaran 
berbasis aksi konvergensi stunting.

• Penyediaan pedoman dan petunjuk 
teknis bagi pemerintah daerah dalam 
melaksanakan aksi konvergensi

• Penguatan peran Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

• Integrasi program stunting dalam APBD 
melalui mekanisme perencanaan dan 
penganggaran berbasis kinerja.

• Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), 
Dana Insentif Daerah (DID), dan sumber 
pendanaan lainnya

• Memonitor capaian dan 
kendala implementasi aksi 
konvergensi 

• Memberikan rekomendasi 
dan solusi atas permasalahan 
yang dihadapi daerah

• Bimbingan teknis, workshop, dan 
sosialisasi  aksi konvergensi.

• Penguatan peran Tim Percepatan 
Penurunan Stunting (TPPS) 
provinsi dan kabupaten/kota.

• Penggunaan platform digital 
(Web Aksi Bangda) pemantauan 
dan pelaporan aksi konvergensi.

• Mendorong kolaborasi antara OPD 
terkait seperti Dinas Kesehatan, 
Bappeda, dan Dinas Sosial

• Memastikan keterlibatan sektor 
swasta dan masyarakat dalam 
mendukung aksi konvergensi.

• Melakukan evaluasi rutin terkait 
capaian dan dampak program 
penurunan stunting di daerah.

• Mendorong daerah untuk 
melakukan self-assessment dan 
pelaporan berbasis data yang 
terintegrasi dengan sistem pusat.

• Dokumentasi dan replikasi best 
practices dari daerah yang berhasil 
menurunkan angka stunting 
secara signifikan.

• Pemanfaatan teknologi dan 
pendekatan berbasis data untuk 
perencanaan yang lebih tepat 
sasaran.

Penguatan 
Regulasi dan 

Kebijakan

Sinkronisasi 
Perencanaan dan 

Penganggaran

Pembinaan dan 
Pengawasan 

(BINWAS)

Peningkatan 
Kapasitas 

Pemerintah 
Daerah

Fasilitasi Koordinasi 
dan Kolaborasi 
Lintas Sektor

Evaluasi dan 
Pelaporan 

Kinerja

Pengembangan 
Inovasi dan 
Praktik Baik

Peran Kemendagri dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Aksi Konvergensi



TERIMA KASIH
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REPUBLIK INDONESIA
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